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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR :‘&w/\.‘ 33%. TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS NOMOR 900/2.12/1 TAHUN 2023 TERKAIT
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH (SELAKU OPD)
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, e

Menimbang :a. Bahwa untuk kelancaran pelaksan%
penatausahaan keuangan daerah pada Organisasi
Perangkat Daerah perlu menetapkan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);




Membaca

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 113);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor
145);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah  Kabupaten
Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103).

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900 /16
Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penerima
Pelimpahan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun Anggaran 2023.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan
Keuangan Daerah (selaku OPD) Kabupaten
Karanganyar terdiri dari Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),
Pejabat  Pelaksana  Teknis Kegiatan  (PPTK),
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu
Bendahara Pengeluaran, sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU Keputusan ini adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

1. meneliti  kelengkapan Surat  Perintah
Pembayaran Langsung (SPP-LS), pengadaan
barang/jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan disetujui oleh
PPTK;

2. meneliti kelengkapan Surat Perintah
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat
Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU),
Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang
(SPP-TU), dan Surat Perintah Pembayaran
Gaji (SPP_gaji) dan tunjangan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS)
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan  perundang-
undangan yang diajukan oleh Bendaha
Pengeluaran;
melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
melaksanakan akuntansi OPD;
menyiapkan laporan keuangan OPD.
dalam melaksanakan tugasnya PPK dibantu
oleh Staf yang melaksanakan fungsi
verifikasi, akuntansi dan pelaporan.

® NGB W

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):

1. menyusun rencana kegiatan kerja dan
dokumen pelaksanaan anggaran yang
dikoordinasikan dengan Pejabat Pengadaan
atau ULP;

2. mengendalikan pelaksanaan kegiatan,;

3. melaporkan  perkembangan pelaksanaan
kegiatan,

4. menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan,

5. bertanggung jawab atas pencapaian target,
sasaran dan manfaat kegiatan yang
dikendalikan;

6. meneliti dan mengoreksi dokumen-dokumen
kegiatan  (perjanjian kontrak/kerjasama,



10.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita
Acara Pembayaran dan dokumen Kkegiatan
lainnya) yang akan dimintakan tanda tangan
Pejabat Pengguna Anggaran atau Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran;

membantu menyiapkan perjanjian/kontrak
dengan penyedia barang dan jasa;
melaporkan pelaksanaan / penyelesaian
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
kepada Pejabat Pengguna Anggaran atau
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;

setelah kegiatan dinyatakan selesai, PPTK
menyiapkan Berita Acara Serah Terima Aset
kepada Pejabat Pengguna Anggaran atau
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
menandatangani bukti pengeluaran atas
penggunaan uang persediaan.

c. Pembantu Bendahara Pengeluaran :

i

2.8

10.
11.

12,

13.
14.
15.

16.
17,

18.

19.

menyiapkan dokumen penatausahaan
pelaksanaan APBD OPD;

mengkoordinir para Pembantu Bendahara
dalam penyusunan/pembuatan dokumen
pelaksanaan kegiatan;

mencatat, mengarsip/menyimpan dokumen
seperti SK, penunjukan personil pelaksana
penatausahaan APBD pada unit kerja dan
dokumen lainnya;

menyiapkan laporan lainnya;
mengarsip/menyimpan  dokumen seperti
SKO, SPM, SPP dan SPJ;

mencatat dropping unit kerja berdasarkan
SPM dan bukti-bukti pengeluaran kas ke
dalam buku Kas Pembantu Pengeluaran dan
Buku Pembantu Pengeluaran per kegiatan;
mencatat penyimpanan dan pengambilan
uang dari/ke bank pada buku bank;
mencatat pengeluaran panjar pada buku

panjar;
mencatat penerimaan dan  penyetoran
PPn/PPh pada buku pajak;

menata/menyiapkan SPJ;

menghimpun bukti-bukti pengeluaran ke
dalam daftar pengumpulan pengeluaran
sebagai lampiran SPJ;

mengkoordinir Bendahara Pembantu kegiatan
dalam penyusunan SPJ dan tertib
administrasi serta tepat waktu;

meneliti dan mengoreksi daftar gaji;
menyiapkan SPP gaji berdasarkan daftar gaji;
menyiapkan SPP rapel/kekurangan gaji, uang
duka dan lain-lain;

membayarkan gaji kepada pegawai,

mencatat penerimaan dan pengeluaran  gaji
pada Buku Kas Pembantu Khusus Gaji;
memungut, membukukan dan menyetorkan
PPh;

menyiapkan SPJ gaji;



20. menyiapkan/menata SPJ diluar gaji;

21. dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pembantu

dibantu oleh

Bendahara Pengeluaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola
pada Diktum
KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada
Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pengguna

sebagaimana tersebut

timbul dengan ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

ini mulai berlaku pada

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 1 Maret 2023

BADAN-KEUANGAN DAERAH
UPATEN KARANGANYAR

U
laku Pengguna Anggaran,
. ”/z
\___./

Pengeluaran
KETIGA
Keuangan
Anggaran.
KEEMPAT
Biaya yang
Belanja Daerah.
KELIMA ‘
Keputusan
ditetapkan.
Tembusan : _
1. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah;
3. Inspektur;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Pejabat yang bersangkutan.

tanggal
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